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ABSTRAK 

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan 

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga 

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk 

mewujudkan tujuan tersebut diperlukan suatu pembatasan usia perkawinan. Batas 

usia tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan pasal 7 ayat (1) yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria 

sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun. 

Pengadilan Agama Mungkid adalah salah satu lembaga peradilan yang 

mempunyai wewenang dalam memberikan izin dispensasi nikah. Pada tahun 2013 

terdapat satu permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh Pengadilan Agama 

Mungkid yaitu penetapan nomor 0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd. Permohonan ini 

diajukan oleh Pemohon yang anaknya masih berumur 15 tahun. Pemohon ingin 

menikahkan anak perempuannya dikarenakan telah berhubungan dengan 

pasangannya dan terlanjur hamil, sehingga pemohon mengajukan permohonan 

dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.  

Penyusun tertarik meneliti penetapan dispensasi nikah nomor 

0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd karena permohonan tersebut ditolak oleh Pengadilan 

Agama Mungkid. Pokok masalah dalam penelitian ini yaitu apa dasar dan 

pertimbangan hakim Pengadilan Agama Mungkid dalam menetapkan dispensasi 

nikah, bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap dasar dan 

pertimbangan hakim Pengadilan Agama Mungkid dalam menetapkan dispensasi 

nikah.  

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dengan 

didukung penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif analitik. 

Tehnik pengumpulan data penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu 

mengumpulkan data yang berkaitan dengan penetapan tersebut, serta wawancara 

dengan hakim Pengadilan Agama Mungkid. Pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan normatif dan yuridis. Dari data yang ada, dianalisis secara kualitatif 

dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. 

Berdasarkan dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa majelis hakim 

dalam menetapkan dispensasi nikah berdasarkan dasar hukum dan beberapa 

pertimbangan. Dasar hukum yang digunakan adalah ketentuan pasal 7 ayat (2), 

pasal 34 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 

pasal 2 huruf (b), pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak. Sedangkan pertimbangan hakim adalah bahwa usia kedua 

calon mempelai masih terlalu muda, masih terlihat kekanak-kanakan dan calon 

mempelai laki-laki belum bekerja. Menurut penyusun dasar dan pertimbangan 

Majelis hakim tersebut kurang sesuai menurut hukum Islam, sedangkan menurut 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sudah sesuai. 
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MOTTO 

 

Kaya akhlak lebih baik dari pada kaya harta 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

  

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam 

penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri 

Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 

158/1987 dan 0534b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 
 

HHuurruuff  

AArraabb  
NNaammaa  HHuurruuff  LLaattiinn  KKeetteerraannggaann    

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba‟ b be ة

 Ta‟ t te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim j je ج

 Ḥa‟ ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha‟ kh ka dan ha خ

 Dal d de د

 Żal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra‟ r er ر

 Zai z zet ز

 Sin s es ش

 Syin sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ de ( dengan titik di bawah) ض
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 Ṭa‟ ṭ te ( dengan titik di bawah) ط

 Ẓa‟ ẓ zet ( dengan titik di bawah) ظ

 Ain „ koma terbalik di atas„ ع

 Gain g ge غ

 Fa‟ f ef ف

 Qaf q qi ق

 Kaf k ka ك

 Lam l el ل

 Mim m em م

 Nun n en ى

 Wawu w we و

ٍ Ha‟ h ha 

 Hamzah ‟ apostrof ء

 Ya‟ y ye ي

 

B. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 
 

 ditulis Muta’addidah هتعددّة

 ditulis ‘Iddah عدّة

 

C. Ta’ Marbūtah  

1. Bila dimatikan tulis h 

 ditulis Ḥikmah حكوة

 ditulis Jizyah جسٌة



 xiii 

( ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke 

dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salah, dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya) 

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bcaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h. 

 ’ditulis Karāmah al-Auliyā كراهة الاولًء

3. Bila ta’ marbūtah  hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah 

ditulis h 

 ditulis Zakāh al-Fiṭri زكبة الفطر

 

D. Vokal pendek 

     َ      ditulis A 

      َ       ditulis I 

      َ       ditulis U 

 

E. Vokal panjang 

1. Fathah + alif 

 جبهلٍة

ditulis 

ditulis 

Ā 

Jāhiliyah 

2. Fathah + ya‟ mati 

 تٌسى

ditulis 

ditulis 

Ā 

Tansā 

3. Fathah + yā‟ mati 

 كرٌن

ditulis 

ditulis 

 Ī 

Karīm 

4. Dammah + wāwu mati 

 فروض

ditulis 

ditulis 

Ū 

Furūḍ 
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F. Vokal rangkap 

1. Fathah + yā‟ mati 

 

 بٌٍكن

ditulis 

ditulis 

Ai 

Bainakum 

2. Fathah + wāwu mati 

 

 قول

ditulis 

ditulis 

Au 

Qaul 

 

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof 

 ditulis A’antum أأًتن

 ditulis U‘iddat أعدت

 ditulis La’in syakartum لئي شكرتن

 

H. Kata sandang alif + lam 

1. Bila diikuti huruf Qamariyah 

 ditulis Al-Qur’an القرأى

 ditulis Al-Qiyās القٍبش

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan hurus 

Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya 

 ’ditulis As-Samā السوبء

 ditulis Asy-Syams ااشوص

 

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

Ditulis menurut bacaannya 

 ditulis Żawi al-Furūḍ ذو الفرود

سنةلاهل ا  ditulis Ahl as-Sunnah 
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J. Pengecualian 

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: 

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam 

Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur‟an, hadis, mazhab, 

syariat, lafaz. 

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh 

penerbit, seperti judul buku al-Hijab. 

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negera 

yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri 

Soleh. 

d. Nama penerbit di Indonesia yang mengguanakan kata Arab, misalnya 

Toko Hidayah, Mizan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang 

Sebuah keluarga yang dibangun melalui suatu perkawinan yang baik dan 

dilandasi dengan niat yang ikhlas dapat dipastikan akan menjadi keluarga bahagia 

dan sejahtera. Semua situasi dan kondisi tersebut dapat terwujud karena 

pembentukan keluarga itu melalui sebuah lembaga yang sakral yang bernama 

perkawinan.
1
 Salah satu tujuan perkawinan yaitu memperoleh keluarga sakinah, 

bahwa hubungan suami isteri adalah hubungan cinta dan kasih sayang.
2
 Untuk 

mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, maka diperlukan suatu pembatasan usia 

perkawinan. Bagaimanapun juga perkawinan yang sukses tidak akan dapat 

diharapkan dari mereka yang masih kurang matang fisik maupun mental 

emosional melainkan menurut kedewasaan dan tanggung jawab serta kematangan 

fisik dan mental. Untuk itu perkawinan haruslah dengan suatu persiapan yang 

matang.
3
  

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 perkawinan hanya diizinkan 

bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 

tahun.
4
 Bagi orang yang belum mencapai umur minimal tersebut ada 

                                                           
1
 Andi Syamsu Alam, Usia Ideal Untuk Kawin, cet. ke-2, (Jakarta: Kencana Mas, 2006), 

hlm. 9. 

 
2
 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 

2005), hlm. 19. 
 
3
 Djoko Prasodjo dan I Ketut Murtika, Asas-asas Hukum Perkawinan Di Indonesia, cet. 

ke-1, (Jakarta: Bina Aksara, 1978), hlm. 2. 

 
4
 Pasal 7 ayat (1). 
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kemungkinan melangsungkan perkawinan dengan syarat dispensasi dari 

pengadilan atau pejabat lainnya.
5
 Ada beberapa hal yang dijadikan pertimbangan 

oleh Undang-undang perkawinan tersebut, yaitu agar mereka dapat mewujudkan 

tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian, dan mendapatkan 

keturunan yang sehat.
6
 Dengan diberlakukannya aturan Undang-undang No. 1 

Tahun 1974 tentang perkawinan diharapkan masyarakat Indonesia dapat 

melaksanakan perkawinan dengan mengacu pada aturan tersebut. Ajaran Islam 

membolehkan dan mensahkan pergaulan yang berdasarkan perkawinan yang sah 

berarti memenuhi syarat-syarat perkawinan. Persetubuhan hanya dibolehkan 

dengan adanya perkawinan yaitu melalui akad nikah yang penuh dengan syarat-

syarat yang menyelamatkan dan menentukan.
7
 Adapun syarat-syarat mesti 

dipenuhi oleh laki-laki dan perempuan yang akan kawin ini adalah keduanya telah 

mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan.
8
  

Permohonan dispensasi nikah tidak hanya di daerah perkotaan saja, akan 

tetapi sudah merambah ke pelosok pedesaan, apalagi sebab dari dispensasi nikah 

tersebut mayoritas karena hamil di luar nikah. Sehingga mau tidak mau mereka 

harus menjalankan pernikahan untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah 

dilakukan, dan pernikahan yang dilakukan harus mendapat dispensasi nikah dari 

Pengadilan Agama. Perkawinan dibawah umur juga terjadi oleh sebagian 

                                                           
5
 Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan 

Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2009), hlm. 373. 

. 
6
 Eko Mardiono, “Musawa,” Jurnal Studi Gender dan Islam, Vol. 8:2 (Juli 2009), hlm. 

234. 

 
7
 Fuad Mohd. Fachruddin, Masalah Anak dalam Hukum Islam, (Jakarta: CV. Pedoman 

Ilmu Jaya, 1991), hlm. 78. 

 
8
 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh, cet. ke-2, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 89. 
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masyarakat Magelang,  penyebab perkawinan dibawah umur adalah karena alasan 

kehendak untuk berumah tangga, telah dilamar atau tunangan, dan telah hamil 

sebelum melakukan perkawinan. Hal ini bisa terlihat dari banyaknya permohonan 

dispensasi nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Mungkid.  

Penyusun memilih Pengadilan Agama Mungkid karena pengadilan 

tersebut pernah menolak permohonan dispensasi nikah akibat hamil. Tahun 2013 

terdapat banyak permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Mungkid, di 

antara penetapan tentang dispensasi nikah itu adalah permohonan 

No.0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd. Penyusun memilih penetapan tersebut karena 

berbeda dengan yang lain, bedanya disini adalah permohonan dispensasi nikah 

tersebut ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Agama Mungkid, sedangkan 

permohonan dispensasi nikah yang lain dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan 

Agama Mungkid. Pada penetapan No.0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd menyebutkan, 

bahwa pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk anak perempuannya 

dikarenakan sudah hamil. Dalam penetapan tersebut pihak perempuan sudah 

hamil 5 bulan dan usianya masih 15 tahun 2 bulan, sedangkan pihak laki-laki 

masih berumur 18 tahun. Maka dari itu pihak perempuan mengajukan 

permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Mungkid.  Selain pihak laki-

laki masih dibawah umur juga belum memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap 

untuk menghidupi anak dan isterinya kelak. Alasan yang digunakan pemohon 

dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah sudah hamil terlebih 

dahulu, akan tetapi majelis hakim dalam menangani permohonan dispensasi nikah 

tidak melihat alasan calon mempelai sebagai bahan pertimbangan. 



 
 

4 
 

Berdasarkan uraian di atas penyusun merasa tertarik untuk meneliti 

penetapan No.0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd. Penelitian ini penting untuk mengetahui 

apakah dasar hukum, pertimbangan hukum, penetapan hukum yang digunakan 

oleh hakim pada penetapan No.0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd, lalu  bagaimana 

menurut hukum Islam dan hukum positif terhadap pertimbangan hakim 

Pengadilan Agama Mungkid dalam penetapan perkara dispensasi nikah 

No.0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd. Sejalan dengan itu maka penulis memberi judul 

“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Dispensasi Nikah Akibat 

Hamil (Studi Putusan Nomor 0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd. Pengadilan Agama 

Mungkid)”. 

B. Pokok Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diketahui bahwa yang menjadi 

pokok penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Apa dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Mungkid dalam 

menetapkan dispensasi nikah No.0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap dasar dan 

pertimbangan hakim Pengadilan Agama Mungkid dalam menetapkan 

dispensasi nikah No.0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd? 

C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan penelitian  

a. Untuk menjelaskan dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama 

Mungkid dalam penetapan dispensasi nikah No.0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd.  



 
 

5 
 

b. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif 

terhadap dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Mungkid 

dalam penetapan dispensasi nikah No.0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dalam mengembangkan pengetahuan, terutama pengetahuan 

yang berkaitan dengan dispensasi nikah akibat hamil. 

b. Sebagai bahan acuan dan pertimbangan Pengadilan Agama Mungkid pada 

masa yang akan datang. Khususnya tentang dispensasi nikah akibat hamil. 

D. Telaah Pustaka 

Ada beberapa penelitian yang membahas tema yang hampir sama namun 

objeknya berbeda dengan skripsi ini: 

Pertama, skripsi yang disusun oleh Siti Thoyibatun Nasihah, dengan judul 

“Dispensasi Nikah (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim 

Pengadilan Agama Kediri Tahun 2009)”, mengatakan bahwa hakim dalam 

memberikan izin dispensasi nikah menggunakan pertimbangan dari segi yuridis 

dan psikologis. Majelis hakim dalam menetapkan dispensasi nikah bertujuan 

menghindari perzinaan dan tidak mempertimbangkan aspek-aspek negatif yang 

dapat ditimbulkan dari pernikahan dibawah umur.
9
 Skripsi tersebut membahas 

pertimbangan hakim dalam memberikan izin dispensasi nikah kepada pemohon, 

                                                           
9
 Siti Thoyibatun Nasihah, “Dispensasi Nikah (Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kediri),”  Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari‟ah UIN 

Sunan  Kalijaga Yogyakarta (2010).  
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sedangkan penelitian yang penyusun bahas adalah pertimbangan hakim dalam 

menolak dispensasi nikah akibat hamil di Pengadilan Agama Mungkid. 

Kedua, skripsi yang disusun Tiara Candra Wardani dengan judul 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Studi Di 

Pengadilan Agama Sleman Tahun 2008”. Skripsi tersebut menyebutkan alasan 

yang digunakan pemohon pada beberapa perkara permohonan dispensasi nikah 

yaitu: pertama, bahwa terlanjur berhubungan layaknya suami isteri yang 

menyebabkan pihak wanita telah hamil, kedua, bahwa dikhawatirkan melakukan 

zina. Alasan hamil sebelum nikah adalah alasan dharurat yang dapat dijadikan 

alasan untuk permohonan dispensasi nikah.
10

 Skripsi tersebut berbeda dengan 

penelitian yang penyusun bahas, pada skripsi tersebut meneliti penetapan 

dispensasi nikah pada tahun 2008, dan menyimpulkan bahwa beberapa alasan 

permohonan dispensasi nikah tahun 2008 adalah karena hamil. Sedangkan 

penelitian yang penyusun bahas hanya pada satu penetapan yaitu penetapan 

No.0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd. 

Ketiga, skripsi yang disusun Fauzan Khumasi, dengan judul “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Dispensasi Kawin (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan 

Agama Bantul No: 67/Pdt.P/2009/PA.Btl)”. Dalam skripsi tersebut menjelaskan 

bahwa alasan dispensasi nikah yang digunakan adalah telah erat hubungannya dan 

dikhawatirkan melanggar norma agama, namun ternyata ditemukan fakta bahwa si 

wanita telah hamil. Majelis hakim berkesimpulan bahwa anak pemohon adalah 

                                                           
10

 Tiara Candra Wardani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah 

Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2009,” Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas 

Syari‟ah UIN Sunan  Kalijaga Yogyakarta (2012). 
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bukan laki-laki yang menghamilinya, oleh karena itu tidak berhak untuk menikahi 

sampai anaknya tersebut lahir.
11

 Skripsi tersebut berbeda dengan penelitian yang 

penyusun bahas, dalam penelitian yang penyusun bahas alasan permohonan 

dispensasi nikah pada penetapan No.0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd karena pihak 

wanita telah hamil, dan laki-laki yang akan menikahi adalah laki-laki yang 

menghamilinya. 

Keempat, skripsi yang disusun Solechan dengan judul “Dispensasi Kawin 

Karena Khawatir Zina (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Wates 

Perkara No. 0006/Pdt.P/2010/PA.Wts”. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa 

alasan yang digunakan untuk permohonan dispensasi kawin adalah karena 

khawatir berbuat zina.
12

 Sedangkan penelitian yang penyusun bahas bahwa alasan 

permohonan dispensasi nikah No.0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd adalah karena pihak 

wanita telah hamil 5 bulan.  

Kelima, skripsi yang disusun Anita Anggreani dengan judul “Dispensasi 

Nikah Di Bawah Umur Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 (Studi 

Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2002-2005)”. Dalam penelitian 

ini menyebutkan Permohonan dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan 

Agama Yogyakarta dari tahun 2002-2005 berjumlah 41 permohonan. Dari 41 

permohonan tersebut semuanya dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama 

                                                           
11

 Fauzan Khumasi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Kawin (Studi 

Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Bantul No: 67/Pdt.P/2009/PA.Btl),” Skripsi Tidak 

Diterbitkan, Fakultas Syari‟ah UIN Sunan  Kalijaga Yogyakarta (2012). 

 
12

 Solechan, “Dispensasi Kawin Karena Khawatir Zina (Studi Terhadap Penetapan 

Pengadilan Agama Wates Perkara No. 0006/Pdt.P/2010/PA.Wt,” Skripsi Tidak Diterbitkan, 

Fakultas Syari‟ah UIN Sunan  Kalijaga Yogyakarta (2011). 
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Yogyakarta. Pertimbangan hakim dalam menetapkan penetapan dispensasi nikah 

adalah berdasar pada ketentuan pasal 6 dan 7 Undang-undang No 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan. Selain itu pertimbangan hakim lainnya dalam menetapkan 

penetapan dispensasi nikah adalah demi kemaslahatan semua pihak yaitu 

pemohon, orang tua pemohon dan calon isteri/suami serta keluarganya dan 

masyarakat pada umumnya.
13

 Sedangkan penelitian yang penyusun bahas tidak 

meneliti tentang jumlah permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama 

Mungkid, tetapi hanya pada satu penetapan No.0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd, yang 

mana dalam penetapan tersebut majelis hakim menolak permohonan dispensasi 

nikah. 

Dari kelima skripsi tersebut memang dalam hal judul ada kemiripan, akan 

tetapi belum ada yang membahas tentang dispensasi nikah akibat hamil yang 

ditolak oleh majelis hakim khususnya di Pengadilan Agama Mungkid. 

E. Kerangka Teoritik 

Perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir 

batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan 

tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa.
14

 Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

                                                           
13

 Anita Anggreani, “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Menurut Undang-undang No 1 

Tahun 1974 (Studi Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2002-2005),” Skripsi Tidak 

Diterbitkan, Fakultas Syari‟ah UIN Sunan  Kalijaga Yogyakarta (2008). 

 
14

 Pasal 1. 
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adalah akad yang sangat kuat atau miśāqan galiẓan untuk menaati perintah Allah 

dan melaksanakannya merupakan ibadah.
15

 

Menurut para ulama, masalah batas usia dalam perkawinan sangat erat 

hubungannya dengan kecakapan dalam bentuk bertindak, hal ini tentu dapat 

dimengerti karena perkawinan merupakan perbuatan hukum yang meminta 

tanggung jawab dibebani kewajiban-kewajiban tertentu.
16

 Menurut Imam Syafi‟i 

untuk gadis yang belum dewasa, batasan umur belum 15 (lima belas tahun) atau 

datang bulan, seorang ayah boleh menikahkan tanpa seizinnya lebih dahulu, 

dengan syarat menguntungkan dan tidak merugikan si anak. Sebaliknya tidak 

boleh kalau merugikan atau menyusahkan si anak.
17

  

Usia perkawinan dalam hukum Islam hanya dipersyaratkan telah mencapai 

baligh antara kedua calon suami isteri, karena salah satu syarat sah perkawinan 

adalah baligh, sehingga secara tegas harus memenuhi ketentuan hukum Islam. 

Syarat usia perkawinan menurut hukum Islam jika diimplifikasikan dengan syarat 

dan dasar perkawinan, maka mencapai usia baligh harus meliputi kemampuan 

fisik dan mental.
18

 Dalam hukum Islam seorang yang telah baligh atau dewasa 

mereka sudah dapat melaksanakan perkawinan. Baligh ditandai dengan mimpi 

basah untuk laki-laki dan datang bulan untuk perempuan. Allah SWT berfirman: 

                                                           
15

 Pasal 2. 

 
16

 T.M Hasbi Ash-Shidieqy, Pengantar Hukum Islam, cet. ke-6 (Jakarta: Bulan Bintang, 

1975), hlm. 240. 

 
17

 Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam…, hlm. 372. 

 
18

 Andi Syamsu Alam, Usia Ideal Untuk Kawin…, hlm. 54. 
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واتتهىا انيتمى حتى إذا تهغىا انىكاح
19

 

Al-Qur‟an menjelaskan kebolehan melakukan perkawinan yakni setelah 

anak itu memiliki kecakapan tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan 

sampai anak itu dapat dipercaya. Para ulama yang membolehkan pernikahan 

dibawah umur berpijak pada pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah 

yang dilakukan ketika masih berusia enam tahun dan baru digauli pada usia 

sembilan tahun. Pengakuan Aisyah yang mengatakan: 

 ته سهيمان قال سثع، تىت واوا وسهم، عهيه انهة صهى انهة رسىل تزوجىيقانت:  شةيعا   عه

سعت تىت واوا تى ودخم اوست،حرب، 
20

 

Dalam pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan 

bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 

(Sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
21

 

Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi 

kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria 

maupun pihak wanita.
22

 Maksud dari pasal ini adalah untuk menjaga kesehatan 

suami isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur perkawinan.
23

  

                                                           
19

 An-Nisa‟ (4): 6. 

 
20

 Abū Dāwud, Sunan Abī Dāwud, jilid-2 (Beirut: Dār al-iḥya‟, 1414/1994), hlm. 205, 

hadis nomor 2121, “Kitab an-Nikah,” “Bab Fī Tazawwaju aṣ-ṣigār.” Hadis dari Hisyam bin 

„Urwah. 

 
21

 Pasal 7 ayat (1). 

 
22

 Pasal 7 ayat (2). 

 
23

 Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia 

Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 48. 
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Ketentuan batas umur juga diungkapkan dalam pasal 15 ayat 1 Kompilasi 

Hukum Islam didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah 

tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang mencapai umur 

yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan.
24

 Hal ini sejalan dengan penekanan Undang-undang Perkawinan, 

bahwa calon suami isteri harus matang jiwa raganya, agar dapat mewujudkan 

tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat 

keturunan yang baik dan sehat.
25

 Adapun masalah lain yang terjadi pada 

perkawinan dibawah umur  yaitu karena hamil sebelum nikah. Hal ini sering 

terjadi di masyarakat, tentunya akan menambah izin atau dispensasi di Pengadilan 

Agama, karena pasangan atau calon suami isteri yang akan menikah tetapi belum 

cukup usia harus meminta dispensasi di Pengadilan Agama.  

Dispensasi yaitu izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.
26

 

Dispensasi itu diadakan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan 

menghindari kemadharatan yang lebih besar dengan berpijak pada metode 

maslahah mursalah dan sadz adz-dzari’ah.
27

 Penetapan dispensasi nikah 

merupakan ijtihad hakim. Hakim harus mempertimbangkan mana yang lebih 

maslahat antara menolak dan mengabulkan permohonan dispensasi nikah, pada 

keadaan yang demikian perlu digunakan kaidah fikih: 

                                                           
24

 Pasal 15 ayat (1). 

 
25

 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 

13. 

 
26

 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT BALAI 

PUSTAKA, 1976), hlm. 254. 

 
27

 Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam…, hlm. 53. 

 



 
 

12 
 

أخفهما تارتكاب ضررا أعظمهما روعي مفسدتان تعارض إذا
28

 

Perkawinan yang dilakukan dengan cara permohonan dispensasi di 

Pengadilan Agama harus dilihat sisi mana yang lebih berat madharatnya, serta 

maslahah dan madharat yang ditimbulkan antara membolehkan dan melarang.  

Tujuan perkawinan yaitu memperoleh keluarga sakinah, mawaddah, dan 

warahmah, bahwa hubungan suami dan isteri adalah hubungan cinta dan kasih 

sayang. Tujuan yang kedua adalah reproduksi, Nabi mengajak untuk hidup 

berkeluarga dan menurunkan serta mengasuh anak-anak mereka menjadi warga 

dan umat muslim yang saleh. Tujuan yang ketiga adalah pemenuhan kebutuhan 

biologis, yang keempat menjaga kehormatan, menjaga kehormatan harus menjadi 

satu kesatuan dengan tujuan pemenuhan kebutuhan biologis, disamping untuk 

pemenuhan kebutuhan biologis perkawinan juga bertujuan untuk menjaga 

kehormatan. Kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan biologi, seorang laki-laki 

atau perempuan dapat saja mencari pasangan lawan jenis lalu melakukan 

hubungan badan untuk memenuhi kebutuhan biologi. Tetapi dengan perkawinan 

kedua kebutuhan tersebut juga dapat terpenuhi. Yang kelima yaitu ibadah.
29

 

Konsekuensi logis dari tujuan perkawinan tersebut adalah calon suami maupun 

isteri dituntut memiliki kematangan jasmani dan rohani sebelum memasuki dunia 

perkawinan. Hal itu berkaitan erat dengan usia kedua calon mempelai.
30

 

                                                           
28

 Moh. Kurdi Fadal, Kaidah-kaidah Fikih, (Jakarta: CV. Artha Rivera, 2008), hlm. 56. 

 
29

 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan…, hlm. 37. 

 
30

 Andi Syamsu Alam, Usia Ideal Untuk Kawin…, hlm. 41. 
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Sejalan dengan itu apabila seorang calon pasangan yang menikah tanpa 

landasan tujuan perkawinan di atas maka akan sulit untuk mendapatkan keluarga 

sakinah. Ditinjau dari prespektif ilmu psikologi, pernikahan di usia muda sangat 

tidak menguntungkan dari segi kematangan mental dalam memasuki kehidupan 

dunia yang luas untuk berintegrasi sosial dengan masyarakat sekitar.
31

 Pernikahan 

memerlukan kematangan biologis dan psikologi pelakunya, sebab dalam 

pernikahan diperlukan beberapa hal, seperti tanggung jawab, kebijaksanaan dan 

penghargaan, keadilan, semangat serta kasih sayang yang semuanya merupakan 

hal-hal yang berhubungan dengan kewajiban.
32

 

Dispensasi nikah dapat diberikan atas dasar pertimbangan kemaslahatan 

apabila terdapat tujuan yang benar-benar dapat diharapkan untuk menyampaikan 

tujuan pernikahan. Maslahah mursalah yaitu kebaikan yang tidak disinggung-

singgung syara‟ untuk mengerjakannya atau meninggalkannya, sedang kalau 

dikerjakan akan membawa manfaat atau menghindari keburukan.
33

 

Maslahah mursalah disebut juga maslahat yang mutlak, karena tidak ada 

dalil yang mengakui keabsahan atau kebatalannya. Jadi pembentukan hukum 

dengan cara maslahah mursalah semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan 

manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemadharatan dan 

kerusakan bagi manusia.
34

 Adapun syarat-syarat maslahah mursalah: 

                                                           
31

 Mohammad Asmawi, Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan, cet. ke-1 

(Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 56. 

 
32

 Slamet Abidin, Fiqh Munakahat 1, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 1999), hlm. 86. 

 
33

 A. Hanafie, Usul Fiqh, cet. ke-6, (Jakarta: WIDJAYA, 1975), hlm. 144. 

 
34

 Kamal Muchtar dkk, Ushul Fiqh Jilid 1, (Yogyakarta: PT. DANA BHAKTI WAKAF, 

1995). hlm. 143. 
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1. Hanya berlaku dalam muamalat, karena soal-soal ibadah tetap tidak berubah-

ubah. 

2. Tidak berlawanan dengan maksud syari‟at atau salah satu dalilnya sudah 

dikenal.  

3. Karena kepentingan yang nyata dan diperlukan oleh masyarakat.
35

 

Dispensasi nikah seringkali dijadikan sebuah alternatif bagi pasangan 

muda-mudi yang belum berusia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita untuk 

melangsungkan pernikahan. Sebab jika tidak segera dinikahkan akan membawa 

kerusakan yang lebih besar seperti anak lahir tanpa ayah biologisnya. Pasangan 

muda-mudi yang menikah secara sah dapat diharapkan bisa membina rumah 

tangga sakinah. Oleh karena itu maslahah mursalah dapat dijadikan teori dalam 

mempertimbangkan penetapan dispensasi nikah. Syariat Islam bertujuan 

mewujudkan kemaslahatan umat manusia dalam kehidupan dengan mendatangkan 

kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkan bahayanya. Hukum Islam lebih 

mengutamakan pencegahan terhadap suatu yang mengarah pada kehancuran. 

Sesuai dengan kaidah ushul fiqh: 

جهة انمصانح أونى مه انمفاسد درء
36

 

 Pembentukan hukum tidaklah dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan 

kemaslahatan orang banyak. Artinya mendatangkan keuntungan bagi mereka, atau 

menolak mudharat, atau menghilangkan keberatan dari mereka, padahal 

sesungguhnya kemaslahatan manusia tidaklah terbatas bagian-bagiannya dan 

                                                           
35

 A. Hanafie, Usul Fiqh…, hlm. 144. 

 
36

 Moh. Kurdi Fadal, Kaidah-kaidah Fikih…, hlm. 56. 
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sesungguhnya kemaslahatan itu terus menerus muncul yang baru bersama 

terjadinya pembaharuan pada situasi dan kondisi manusia dan berkembang akibat 

perbedaan lingkungan.
37

 

F. Metode Penelitian 

Agar tercapai maksud dan tujuan dalam membahas tentang pokok-pokok 

permasalahan, penyusun menggunakan metode penulisan sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), yaitu 

suatu penelitian dengan cara menuliskan mengklarifikasikan dan menjadikan 

data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis.
38

 Penelitian ini didukung 

oleh penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang memusatkan 

obyek penelitiannya di Pengadilan Agama Mungkid. Sumber data penelitian 

ini dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu: 

a. Sumber data primer, yaitu data yang dikumpulkan oleh orang atau 

lembaga lain yang sudah dipublikasikan.
39

 Sumber data ini adalah 

dokumen penetapan No.0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd. 

b. Sumber data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan dan disatukan secara 

langsung dari obyek yang bersangkutan.
40

 Sumber data sekunder ini 

adalah wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Mungkid. 

                                                           
37

 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, cet. ke-1 (Semarang: Dina Utama Semarang, 

1994), hlm. 116. 

 
38

 Noeng Muhajir, Metode Penelitian Kualitatif, Edisi II, cet. Ke-8 (Yogyakarta: Rake 

Sarasin, 1983), hlm. 43. 

 
39

 M. Suparmoko, Metode Penelitian Praktis, cet. ke-4, (Yogyakarta: BPFE-

YOGYAKARTA, 2009), hlm. 67. 
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2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, penelitian yang bertujuan 

untuk mendapatkan gambaran yang benar mengenai suatu obyek dan bersifat 

analitik yang bertujuan untuk menguji kebenaran dari suatu pendapat.
41

 Dalam 

hal ini data diambil dari penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama 

Mungkid, khususnya pada pertimbangan hakim dalam penetapan perkara 

dispensasi nikah di Pengadilan Agama Mungkid 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Dokumentasi, metode ini digunakan untuk memperoleh data yang sifatnya 

dokumen, berupa surat resmi, surat pribadi, memori buku harian, surat 

keputusan, buku register.
42

 Dalam penelitian ini menggunakan dokumen 

yang berhubungan dengan data penetapan dispensasi nikah yang ada di 

Pengadilan Agama Mungkid. 

b. Wawancara, yaitu bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan 

seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.
43

 

Penyusun menggunakan wawancara tidak terstruktur, pertanyaan yang 

diajukan oleh peneliti kepada responden lebih bersifat pertanyaan 

                                                                                                                                                               
40

 Ibid. 

 
41

 Ibid., hlm. 3. 

 
42

 Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian, cet. ke-1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2010), hlm 73. 

 
43

 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2010), hlm. 180.  
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terbuka
.44

 Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan daftar 

pertanyaan (pedoman wawancara) yang terperinci, tetapi bersifat terbuka 

yang dipersiapkan terlebih dahulu dan akan diajukan menurut urutan 

pertanyaan yang telah dibuat.
45

 Hal ini bertujuan agar peneliti dapat 

memperoleh gambaran yang mendalam dari hasil wawancara. Adapun 

responden yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah hakim 

Pengadilan Agama Mungkid. 

4. Analisis Data 

Penulis mengumpulkan data dari penelitian kemudian dianalisis secara 

kualitatif, ditujukan terhadap data-data yang sifatnya berdasarkan kualitas, 

mutu dan sifat fakta yang benar-benar berlaku.
46

 Analisis data penelitian ini 

menggunakan metode sebagai berikut: 

a. Induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa 

yang konkret kemudian dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-

peristiwa yang konkret itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat 

umum.
47

 Dalam penelitian ini adalah pendangan Hakim Pengadilan 

Agama  Mungkid dalam menetapkan dispensasi nikah kemudian ditarik 

pada kesimpulan umum. 

                                                           
44

 M. Suparmoko, Metode Penelitian Praktis…, hlm. 69. 

 
45
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46
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47
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b. Deduktif, yaitu berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum, pada 

pengetahuan yang umum itu hendak menilai suatu kejadian yang khusus.
48

 

Dalam penelitian ini menerapkan teori maslahah mursalah yang bersifat 

umum terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Mungkid tentang 

penetapan dispensasi nikah untuk ditarik pada kesimpulan yang khusus. 

5. Pendekatan Masalah  

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan dua pendekatan, yaitu 

pendekatan yuridis dan normatif. 

a. Yuridis, yaitu untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan Hakim dalam 

menetapkan dispensasi nikah bagi pasangan calon pengantin usia dini 

menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.
49

 

b. Normatif, yaitu studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal-

formal dan/atau normatifnya. Maksud legal-formal adalah hubungan-nya 

dengan halal haram, boleh atau tidak dan sejenisnya. Sementara normatif 

adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nash.
50

 

G. Sistematika Pembahasan 

Sebagai usaha untuk memudahkan dan mengarahkan skripsi ini penulis 

membuat sistematika pembahasan sebagai berikut.  

Bab pertama pendahuluan berisi tentang selayang pandang mengenai 

penelitian ini. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab, yaitu latar belakang, rumusan 

                                                           
48

 Ibid. 

 
49

 Khoiruddin Nasution, Pengantar Studi Islam, cet. ke-1 (Yogyakarta: ACAdeMIA + 

TAZZAFA, 2009), hlm. 197. 

 
50
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masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka dengan menelusuri 

literatur-literatur yang dapat memastikan bahwa kajian ini menarik untuk diteliti, 

kerangka teoritik yang digunakan sebagai kerangka berfikir dalam menganalisis 

masalah yang ada dalam penelitian, metode penelitian, serta sistematika 

pembahasan. 

Bab kedua membahas tinjauan umum tentang perkawinan dan dispensasi 

nikah. Dalam bab ini meliputi pengertian dan dasar hukum perkawinan, rukun dan 

syarat perkawinan, tujuan perkawinan, batas usia perkawinan, perkawinan wanita 

hamil. Dan membahas tentang dispensasi nikah. 

Bab ketiga menerangkan tentang penolakan dispensasi nikah oleh 

Pengadilan Agama Mungkid (Perkara Nomor 0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd) dan 

profil Pengadilan Agama Mungkid. 

Bab keempat merupakan analisis Hukum Islam dan Hukum Positif 

terhadap dasar pertimbangan hukum dispensasi nikah akibat hamil oleh Hakim 

Pengadilan Agama Mungkid. 

Bagian penutup merupakan akhir dari penelitian ini yang memuat bab 

kelima yaitu kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diharapkan 

dapat berguna bagi tercapainya tujuan perkawinan dan keutuhan hidup berumah 

tangga. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah penyusun mengkaji beberapa pertimbangan hukum yang dijadikan 

sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid dalam 

permohonan dispensasi nikah, maka menurut penyusun ada beberapa alasan yang 

menjadi dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menolak dispensasi nikah 

kepada anak pemohon dan calon suaminya yaitu: 

1. Dasar hukum  

Ketentuan pasal 7 ayat (2), pasal 34 ayat (1) Undang-undang No. 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 2 huruf (b), pasal 26 ayat (1) huruf (c) 

Undang-undang Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 

2. Pertimbangan Majelis Hakim 

- Usia yang masih terlalu muda dan kedua calon mempelai masih terlihat 

kekanak-kanakan 

- Calon mempelai pria belum bekerja, sehingga apabila melangsungkan 

perkawinan dengan mempelai wanita akan  sulit menafkahi isterinya. 

Selain itu Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid menggunakan 

kaidah fikih yaitu : 

 درء المفاسد أولى مه جلة المصالح

Kaidah  fikih tersebut menurut penyusun kurang sesuai, sehingga perlu di 

ganti dengan: 
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أخفهما تارتكابضررا  أعظمهما يروع مفسدتان تعارض إذا  

Menurut penyusun setelah mengkaji beberapa pertimbangan hukum yang 

digunakan Majelis Hakim dalam penetapan No. 0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd maka 

menurut hukum Islam kurang sesuai, namun menurut  Perundang-undangan yang 

berlaku di Indonesia dasar dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Mungkid 

sudah sesuai, yaitu tidak bertentangan dengan batas usia menurut undang-undang. 

B. Saran-saran 

1. Untuk Majelis Hakim agar setiap dasar hukum yang digunakan hendaknya 

dicantumkan secara tertulis dalam putusan/penetapan. 

2. Untuk pihak pemohon hendaknya memberikan pendidikan keagamaan yang 

baik kepada anak, sehingga anak tidak menyimpang terhadap ketentuan 

Syari’at Islam dan bisa membentengi diri dari pergaulan bebas. Sehingga 

perkawinan dibawah umur dapat dihindari untuk mewujudkan kehidupan yang 

baik. 

3. Masyarakat hendaknya dapat lebih memahami dan mentaati maksud 

diberlakukannya peraturan tentang batas usia perkawinan, karena perkawinan 

dibawah umur jelas lebih banyak timbul kemadharatan dari pada manfaatnya. 
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TERJEMAHAN 

 

HLM BAB F.N. TERJEMAHAN 

10 I 19 Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup 

umur untuk menikah. 

10 I 20 Dari „Aisyah R.A. dia berkata: Rasulullah SAW telah 

mengawini aku, sedang aku berusia tujuh tahun. Kata 

Sulaiman bin Harb: “Atau enam tahun”. Dan beliau 

mengumpuli aku , sedang aku berusia Sembilan tahun. 

12 I 28 Apabila terjadi pertentangan antara dua mafsadat, 

maka mafsadat yang paling besar harus dilindungi 

dengan melakukan mafsadat yang lebih kecil. 

14 I 36 Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada 

meraih kemaslahatan. 

24 II 11 Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, 

supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 

kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih 

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 

berpikir. 

24 II 12 Dan kawinkanlah orang-orang yang sendiran di antara 

kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari 

hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-

hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin 

Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. 

Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha 

Mengetahui. 

24 II 13 Wahai kawula muda, barangsiapa di antara kalian telah 

mampu, maka menikahlah, sesungguhnya (pernikahan 

itu) lebih dapat menahan (menjaga pandangan) mata 

dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum 

mampu maka hendaklah berpuasa, sesungguhnya 

(puasa itu) sebagai benteng baginya. 

24 II 14 Kawinilah perempuan-perempuan yang dicintai yang 

subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga 

karena banyak kaum di hari kiamat. 

35 II 37 Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup 

umur untuk menikah. 

Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada 

meraih kemaslahatan. 

36 II 39 Wahai kawula muda, barangsiapa di antara kalian telah 

mampu, maka menikahlah, sesungguhnya (pernikahan 
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itu) lebih dapat menahan (menjaga pandangan) mata 

dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum 

mampu maka hendaklah berpuasa, sesungguhnya 

(puasa itu) sebagai benteng baginya. 

37 II 44 Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan 

perempuan yang berzina, atau perempuan yang 

musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini 

melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki 

musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas 

orang-orang yang mukmin. 

65 IV 8 Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan 

perempuan yang berzina, atau perempuan yang 

musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini 

melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki 

musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas 

orang-orang yang mukmin. 

67 IV 12 Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada 

meraih kemaslahatan. 

67 IV 13 Apabila terjadi pertentangan antara dua mafsadat, 

maka mafsadat yang paling besar harus dilindungi 

dengan melakukan mafsadat yang lebih kecil. 
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BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH 

 

 

IMAM ABU HANIFAH 

Nama lengkapnya adalah Abu Hanifah al-Nu’man bin Sabit Ibn Zuta al-Taimy, 

berasal dari keturunan Parsi, lahir di Kufah tahun 80 H/699 M dan wafat di 

Baghdad tahun 150 H/767 M. Beliau adalah pendiri mazhab Hanafi yang terkenal 

dengan, … al-Imam al-A’zam yang berarti Imam terbesar. 

Abu Hanifah dikenal sebagai ulama Ahl Alra’yi, dalam menetapkan hukum Islam, 

baik yang diistinbatkan dari Al-Qur’an maupun hadis, beliau banyak 

menggunakan nalar. Abu Hanifah meninggalkan  karya besar, yaitu: Fiqh Akbar 

al-‘Anin wa al-Muta’alim dan Musnad Fiqh Akbar. 

 

IMAM MALIK 

Imam Malik adalah Imam yang kedua dari Imam-imam empat serangkai dalam 

Islam dari segi umur. Beliau lahir di kota Madinah, suatu daerah di negeri Hijaz 

tahun 93 H/712 M dan wafat pada tahun 179 H/798 M di Madinah pada masa 

pemerintahan Abbasiyah. Nama lengkanya adalah Abu Abdillah Malik Ibn Anas 

Ibn Malik Ibn Abi ‘Amir  Ibn al-Haris. 

Imam Malik adalah seorang mujtahid dan ahli Ibadah sebagimana halnya Imam 

Abu Hanifah, beliau seorang tokoh terkenal sebagai alim besar dalam ilmu hadis. 

Di antara karya-karyanya adalah al-Muwattha’. 

 

IMAM AL-SYAFI’I 

Imam al-Syafi’i dilahirkan di Ghazah pada bulan Rajab tahun 150 H/767 M dan 

wafat di Mesir pada tahun 204 H/819 M. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah 

Muhammad Ibn Idris Ibn Abbas Ibn Syafi’i Ibn ‘Ubaid Ibn Yazid Ibn Hasyim Ibn 

Abdul Muththalib Ibn Abd al-Manaf Ibn Qusyai al-Quraisyi. Pada umur 7 tahun 

beliau sudah hafal Al-Qur’an. 

Imam Syafi’i termasuk Ahl al-Hadis, beliau mempunyai dua pandangan yaitu 

Qaul Qadim dan Qaul Jadid. Qaul Qadim terdapat dalam kitabnya yang bernama 

al-Hujjah, sedangkan Qaul Jadid  terdapat dalam kitabnya yang bernama al-

Umm. Menurut Abu Bakar al-Baihaqy dalam kitabnya Ahkam Al-Qur’an bahwa 

dalam karya Imam Syafi’i cukup banyak, baik dalam bentuk risalah maupun 

dalam bentuk kitab. Al-Qadhi Imam Abu Hasan Ibn Muhammad al-Maruzy 

mengatakan bahwa Imam al-Syafi’i menyusun 113 buah kitab tentang tafsir, fiqh 

adab, dan lain-lain. 

 

IMAM AHMAD IBN HANBAL 

Beliau lahir di Baghdad pada tahun 164 H/780 M. Nama lengkapnya adalah 

Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal Ibn Asad Ibn Idris Ibn Abdullah Ibn Hasan 

al-Syaibani. Imam  Ahmad termasuk Ahl al-Hadis bukan Ahl Fiqh menurut 

sebagian ulama, maka sunah sangat mempengaruhi dalam menetapkan hukum. Di 

antara karya-karyanya ayaitu: Kitab al-Musnad, Tafsir Al-Qur’an, an-Nasikh wa 
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al-Mansukh, al-Muqaddam wa al-Muakhkhar fi Al-Qur’an, Jawabatu Al-Qur’an, 

al-Tarikh, Manasikhu al-Kabir, Manasikhu al-Shaghir, Ta’atu al-Rasul, al-‘Ilah, 

al-Salah. 

 

IMAM ABU YUSUF 

Yaqub Ibn Ibrahim al-Anshari, lebih dikenal dengan Abu Yusuf (lahir tahun 798 

M) adalah murid Imam Abu Hanifah yang membantunya mengikuti sekolah 

Hanafi dalam ilmu hukum Islam melalui tulisannya dan juga posisinya dalam 

pemerintahan. Dia ditunjuk sebagai qadhi (hakim) di Baghdad, Irak, kemudian 

menjadi hakim ketua (qadhi al-qudat) semasa Khalifah Abbasiyah Harun al-

Rasyid (786-809 M) dengan otoritasnya menjadi hakim kekaisaran. Beberapa 

pendapatnya berbeda dengan Imam Abu Hanifah, dalam tradisi dasar yang tidak 

sesuai dengan keilmuan masa kini. 

Di antara kitab-kitabnya yang terkenal adalah Kitab al-Kharaj, Ushul al-Fiqh, 

Kitab al-Athar, Kitab Ikhtilaf Abu Hanifah wa Ibn Abi Laila, Kitab al-Radd ‘Ala 

Siyar al-Awza’i, dan al-Awza’i on the law of war. 
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PEDOMAN WAWANCARA UNTUK HAKIM 

1. Secara umum dasar-dasar apa sajakah yang digunakan Hakim di Pengadilan 

Agama Mungkid dalam mempertimbangkan suatu permohonan dispensasi 

nikah untuk diterima atau ditolak? 

2. Pertimbangan hukum yang digunakan dalam penetapan nomor 

0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd pasal 2 huruf (b) Undang-undang Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak, bagaimana penjelasan pasal tersebut menurut 

bapak terkait dengan penetapan nomor 0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd? 

3. Pertimbangan hukum yang digunakan dalam penetapan nomor 

0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 

23 Tahun 2002 Tentang Anak, bagaimana penjelasan pasal tersebut menurut 

bapak terkait dengan penetapan nomor 0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd? 

4. Secara Nash, apa sajakah pertimbangan hukum yang digunakan Hakim 

Pengadilan Agama Mungkid dalam penetapan dispensasi nikah no: 

0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd? Bagaimana penjelasan nash tersebut menurut 

bapak? 

5. Adakah kaidah fikih yang digunakan dalam penetapan nomor 

0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd? Bagaimana penjelasan kaidah fikih tersebut 

menurut bapak? 

6. Bagaimana menurut bapak perlu tidaknya saksi itu dimasukkan dalam 

penetapan dispensasi nikah?   

7. Selain perundang-undangan dan nash apa yang menjadi pertimbangan hakim 

dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah? 
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8. Bagaimana hakim mengetahui bahwa anak pemohon masih terlihat kekanak-

kanakan dalam penetapan nomor 0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd? 

9. Bagaimana hakim mengetahui bahwa pemohonlah yang lebih berkehendak 

ingin menikahkan anaknya dalam penetapan nomor 

0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd? 

10. Apa saja yang diperiksa dalam persidangan dispensasi nikah nomor 

0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd? 

11. Berapa kali proses persidangan pada penetapan nomor 

0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd? 
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